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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 

NOMOR ..ti TAHUN 2014 

TENTANG 

l 

PETUNJUK TEKNJS PEMUNGUTAN RETRJBUSl MENARA TELEKOMUNIKASI 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

Menimba.ng 

Me:ngingat 

WALJKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pcnyelenggaraan dan 
Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi scjalan 
dengan upaya meningkalka.n kual.i.tas peniJai untuk 
menenrukan Nilai Jual Objek Pajak banguna.n dan merupakan 
acuan bagi penilai Pajak Bumi dan Bangunan untuk 
memperolch biaya pembualall ban.I bangunan termasuk Tov:er 
atau Menara Telekomunikasi sesuai Surat Edaran Direktorat 
Jenderal Pajak Nomor: SE-17 /PJ.6/2003 tanggal 23 Mei 2003 
maka clipandang perlu unluk mengacur petunJuk teknis 
pemungutan rctribusi menara telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbansan sebagaunana dimaksud 
dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraruran Walikota 
Palembang tentang Peumjuk Teknis Pemungutan Retribusi 
Mcnara Tclekomunikasi; 

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumat.era Sclatan 
(l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Lodonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembatan Negara Republik Lndoncsia Tahun 
1999 Nomor 15'1, 'l'a.rnbahan Lembaran Negara Republik 
Lndonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerinl.ahan 
Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Ncga.ro. Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Unda.ng-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 
tentan.g Pemcrint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Ta.mbahan Lembatan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Jnfonnatika Nomor 
021PER1M. KOMlNFO/3/2008 ten tang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 
Tclekomunik:i.si; 
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S. Peraturan Bersama Mcncerl Oa,lam Negeri, Menteri Pekerjaan 
Umum, Memeri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala 
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 
Tuhun 20091 Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/ 
PERJM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31?12009 teotang 
Pedoman Pemban~an dan Penggunaan Bersa:ma Menara 
Telekomunika.<;i; 

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 
centang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendaliai'l 
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2011 Nomor 4): 

MEMUTUSKAN· 

Menei,apkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMUNGUTAN RESTRJBUSl MENARA TELEROMUNlKASl 

BAB I 
KETENTUANUMUM 

P~sal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksu.d dengan: 
1. Kota adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota. Palembang 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Dinas Komunikasi dan Lnformatika adalah Dinas Komunikasi 

dan lnfonnatika Kota Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Din:as Komunikasi dan 

Infonnatika Kota Palembang. 
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi 

sebagai penunjang Janngan te-lekomunikasi yang 
desain/bentuk konstruks.inya Qisesu.aikan dengan keperluan 
jaringao lelekomunikasi. 

7. Wajib Recri"bu.si adalab. orang pribadi atau Badan yang 
menuruL peraturan perundang·W1dangan retribusi d.iwajibk.an 
untuk melakukao pembayaran reoibusi, termasuk pemungut. 
atau pemotong retribu.si terrentu. 

8 . Surat Ketel'.apan Retribusi Daerah yang selanjutnya d.isingkai 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besamya ju.ml.ah pokok retribusi yang terutang. 

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjumya d.isinglcat SKRDLB adalab surat ketetapan 
rerribusi yang mencnnt.kan jwn.lah ke1eoihan pembayaran 
retribusi ka.rena ju.mlah kredil retnousi lebih besar daripada 
retribusi yang terotang atau seharusnya tidal< terutang. 

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, ya.pg sela.njutnya disingkal 
STRD adalah surat unruk melakukan tagihan retril>usl 
dao/ atau sanksi adrrunistratif berupa bunga dan/ atau denda. 

BAB II 
MAI<SUD DAN 'l"UJUAN 

Pasal 2 

(l) Maksud dltetapkannya Pcraturan Walikota ini adalah untuk 
rnemberikan pctunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kata 
n31:'lm melaksanakan peroungutan reuibusi pengcndalian 
Menara Telekomunikas.i. 



(2) Tujuan pemungutan retribusi pengendallan menara 
tclekomunikasiadalah unruk: 
a. mengendalikan pemanfaatan n1ang di Kota yang 

diperuntukkan bagi penyelenggara.an Menara 
Telekomuni.kasi agar senatiasa scsuai dengan keteraturan 
tata ruang dan lingkungan serta mcmenuhi unsur estetika· 
clan , 

b. menfogkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

BAB Ill 
PRJNSIP DAl..AM P~NETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF 

RETRIBUSI 

Pasal3 

Prinsip dalam penetapan st:ru.lm.lr dan bcsanwa tarif retribusi 
didasarkan pada: · 
a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan 

pcng~ndalian,pcngecekan, dan pemantauan terhada; 
perizinan mcnara, keadaa.n fisikmenara, dan potensi 
kemungkinan timbulnya gangguan atas berdinnyamenara; 
dan. 

b . pembiayaan penanggulangan keamanau dan kenyamanan, 
biaya perlindtmgan kepentingan dan kemanfaatan um.um, 
serta biaya penataanruang dan pomulihan keadaan. 

BAB IV 
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 4 

(l) Oalam hal objek retribusi belum diterbitkan surat 
pemberitahuan pajak terhutang, maka penetapan nila1 objek 
pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Eda.ran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk 
Telmis Penilaian Bangunan Khusus dengan l\nalisis Cost 
Reproduction New (CRN}. 

(2) Tarif retribusi ditetapkan scbesar 2% (dua persen) dari Nilai 
Jual Objek Paj$k Menara Telekom\uiikasl pertahun atau nilai 
bangunan kontn.lksi mcnara cersebut. 

{3) Tarif Penyesuaian Harga Material, Bahan Baku dan ':f pah 
akan ditinjau dan ditetapkan dalam S\u-at Kepurusan Walikota 
Palembang. 

BABV 
TATA CARA PERHITUNG-AN RETRIBUSJ 

Pasal 5 

(1) Perhitungan rembusi di.hitung dio.wali dengan perhitu.ngan 
biaya pembangunan Menara Telekomunikas.i menggunakan 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
17 /?J.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pen.ilaian Bangunan 
Khusus dengan A.nalisis Cost Reproduction New (CRN}. 

(2) Perhitungan retribusi Menara Telt:komunikasi dirumuskan 
dalam formula scbagai berikut: 

Nilai Rernbu.sf M<:nDJ'O. Tt:l.:kQmunik,a,si - CRN x 2 % 
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BAB VI 
TA1'A CARA PENTNJAUAN TARJF RETRlBUSI 

Pasal6 

(I) T~ retribusi d~tinjau kembali se uap 1 fsaLu) tahun sekali dan 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) ~ninjauan c~f re~busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dilakukan ~,tc au~1t Menara Tc~ekomunikasi yang ada dcngan 
memperhatikan b1aya penyedia jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadiJan dan perkembangan 
perekonomian serta peningkatan pengguna jasa. 

(3) P~necapan tarif reuibusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) 
d1tetapkan dengan SKRD. 

BAB VII 
TA1'A CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSl 

Pasal 7 

(1) Pemungutao retnousi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan mcnggunakan SKRD. 
(3) Format SKRD sebagaimana tcrcantum dalam Lampi.ran I yang 

merupakan bagian yang tidak wrpisahkan dari Peratura.n 
Walikota ini. 

(4) Dalam hat Wajib Reu-ibusi tidak membayar tcpat pada 
waktunya a.tau kurong mcrnbayar, dikenakan sanksl 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua pcrseratus) setiap 
bulan dari retribusi yang terurang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan S1'RD. 

(51 Format STRD :1cbagaima11a tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan daii Peraturan 
Walikota mi. 

(6) Penagihan retribus1 terutang sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (4) clidahului dengan surat tcguran. 

(7) Format surat teguran sebaga.imana tcrcanrum dalam Lampiran 
m yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota i:ni. 

(8) PengeluarcUl surat penagihan at.au surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dilccluarkan ~egcra setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pcmbayaran. 

(91 Oalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setel~ ranggal ~Ural 
Leguran atau surat peringatan atau surat lain yang se;erus, 
Wajib RcLribusi harus meluna,si retribusi teni~g. . 

(10) Olnas l<orouoikas i dan lnforrnatika yang memb,1dangi p<>s dan 
telekomuni.kasi, cutunjuk sebagai wajib pungut tcrhadap 
retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

BABV111 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 8 

l l l Pcmbayarun retribusi ditentukan senap l l~tu) tahun sc;:kali. 
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(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara 
tunai dan lunas sekaligus. 

(3) Retribusi yang terutang harus dilunasi sampai masa jatuh 
tempo yang telah di tetapl<an sejak ditcrbitkannya SKRD. 

(<!) Pembayaran retr:ibusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat 
lain yang dirunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggWlakan SK.RD. 

(5) Tempat lain yang dirunjuk sebagai.mana d.imaksud pada ayat 
(3) adalah Kas Dacrah Bank SUMSEL BABEL Kanlor Cabang 
Palembang. 

(6) Dalam hal pembayaran dilalrukan melalu.i Kas Daerah Bank 
SUMSEL BABEL Kantor Cabang Palembang, Wajib Retribusi 
wajib menyampail<an fotokopi bukti setoran atau bukti 
t.ransfer ke Kepala Dinas (Lampi.ran IV). 

(7) Setiap bukti pembayaran atau transfer di catat dalam buku 
penerimaan Dinas. 

BAB 
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN 

Pasal 9 

(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberat.an hanya kepada 
Walikota melalu.i Kepala Dinas atas SKRD yang diterima. 

(2) Keberatan scbagai.mana dimaksud pad.a ayat (1), diaju.kan 
secara tertuli.s dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan 
yang yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada 
Walikota melalui Kepala Oinas. 

(3) Keberatan sebagaimana ctimaksud pada ayat (ll dan ayat {21, 
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Rctribusi 
ten:entu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat clipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasa.annya seba,gaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kchendak 
at.au kekuasaan Wajib Retribusi. 

(S) Peng.ajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
rctribusi dan pelaksanaan penagihan relrlbusi. 

Pasal 10 

(1) Walikota dalam jangl<a waktu ~g ~ 6 (enam) b~ 
sejak tanggal surat keberat.an d1tenma harus membcn 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan mcnerbilkan 
surat kepucusan l<cberatan. 

(2) Ketentuan sebagajmana dimaksud pada ayat (l) adalah untuk 
memberikan kc:pastian hukum bagi Wajib Rctribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan hanis diberi kepucu&8.n olch 
Walikota. 

(3) Kcputusan Walikota acas kcberatan dapat berupa menerima 
selw-uhnya atau sebagian, menolak, atau menambah bcsarnya 
retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka wakcu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Walikota udak roer:nberi suatu kcpurusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
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Pasal 11 

(1) Ji.lea pengajuan kebe:ratan dikabulkan sebagian atau 
selwuhnya, kelebihan pcmbayaran recribus1 dikembalikan 
dengan d itambah i.mbalan bunga sebesar 2% (dua perserarus) 
per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan. 

(2) lmbalan bw,ga sebagai.mana dimaksud pada ayat (I) dihitung 
sejak bulan pclunasan sampai dengaJ1 dir.erbitkannya 
SKRDLB. 

BABVTII 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN. KERlNOANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Wajib Retribusi dapat m engajukan permohon pengurangan, 
keringanan clan pcmbcbasan recribusi kcpada Walikota. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan clan pembcbasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan tertulis 
kepada Walikota Cq. Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota 
Palembang disertai dengan alasan yang benar dan dapat 
dipertanggung jawabkan disertai dokumen administrasi, 
cllianda tangani Waj ib Recribusi pcngcndalian Mena.ca 
Telekomunikasi. 

(3) Pemohon sebagimana dimaksud pada ayat (2), memuat data 
sebagaiberikut: 
a. Nama \Vajib Rctribusi pengendal.ian Menara 

Telekomu.nikasi; 
b. Alamat Wajib Reuibusi pengendalian Menara 

Tclekomunikas\; 
c . NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi) 
d. Ketetapan rctribusi pengendalian Menara Tclekomunikasi; 

dan 
e Data Menara Telekomunikasi. 

Pasal 13 

(1) Sctelah menerima tembusan pennohonan dari Wajib Rctribusi, 
Kepala Dinas mclakukan penelitian dolrumen, pemeriksaan 
dilapangan atas pennohonan tersebut dengan melibatkan 
instansi te rkait. 

(2) lnstansi terkail scbagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
instansi yang secara langsung berhubungan dengan 
penyelenggaraan Menara1'elekomunikasi clan membuat bcrita 
acanJ pemeriksaan. 

Pasal 14 

(1) Penetapan pemberian pt".ngurang:311. keringa.n~ retribu si 
mempertimbangkan aspek sosial, ckononu, maupun 
lingkunganWajib Retribusi. 

(2) Pertirobangan untuk aspek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: . . 
a. aspek sosial adalah penyelenggara Menara Tclckomunikas1 

telah melalcsanakan program Corpon,lc Soci41 

Responsibility dengan baik; 
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b. aspck ekonomi adalah penyelenggara menara 
telckomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran 
rctribusi pengendalianMepara Telekomunikasi tepat wab."tU; 
dan 

c. aspek lingkungan adaJab penyelcnggara Menara 
Telekomw,ikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau. 

(11 Pemberian 
pengendalian 
beri1.-ut: 

Pasal 15 

pengurangan dan keringanan reu-ibusi 
Menara Telekomunikasi ditentukan sebaga.i 

a. Pembangunan Menara Telekomunikasi baru tidak dapat 
dibcri pengurangan, kcringanon maupun pembebasan; 

b. Usia Menara.Telekomunikas1 paling rendah 10 (sepulub) 
dan paling tinggi bcrusia 15 (lima betas )tahun; 

c. Pemberian pengurangan atau keringanan mempedomam 
lampiran surat Kepurusan Di.-ektur Jenderal Pajak Nomor : 
KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desembcr :2000. 

(2) Pcnetapan pcmberian p!mgurangan keringanan sebagaimana 
dimaksud pada ayac (ll huruf (e). diperhitungkan sesuai 
dt:ngan surat ketetapan relrib'usi pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

Pasal 16 

(1) Kepala Dinas memberikan kepurusan atas pennohonan 
pengurangan dan keberatan relribusi terutang atas 
persetajuan dari Walikota. 

(2) Pcmbebasan retribusi pcngendalian M_enara Tclekomunikasi 
diberikan kepada penyeleoggara Menara Telckomunikasi yang 
dipergunakan khusus untuk kepentingan negara sete1ah 
mendapat kepurusan dari Walikota. 

Pasal 17 

(1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dapat 
berupa mcngabulkan seJuruhnya ataupun sebagian, at.au 
mcnolak pennohonan wajib retrlbusi. 

(2) Kcputusan yang dimaksud pada ayat (1) diteta.pkan 
berdasarkan hasil dari pcnelit:ian 

(3) Wajib Retribu~ yang telah dibcrikan suatu kcpurusa.n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan 
permohonan Pengu.rangan untuk Retribusi yang sama. 

BAB IX 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

RETRrBUSI 

Pasal 18 

(1) At.as kelebihan pembayaran. retribusi Wajib Retribusi dapat 
mcngajukan permohonan pcngembalian kelebihan 
pcmbayat-an rctribusi ynng- terhutang. 
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(2) Permohona.n seba,gaima.na dimaksud pada ayat ( l) diajukan 
kepada Walikota cnelalui Kepala Dinas dengan dilcngkapi 
persyararan scbagai berikut : 
a. SKRD; dan 
b. tanda bukti setor retribusi. 

(3) ~a.lil_(ota dalam jang.ka waktu paling lama 3 (tiga.) bulan sejak 
ditenmanya permohonan pengemba.lian kelebihan pcmbaya.ran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan kepurusan. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (3) 
telah lewat dan Walikota tidal< memberikan Keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pemba.yaran retribusi 
diangg_ap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(5) SKRDLB disampaikan kepa.da. Wajib Retribusi paling lama 5 
(lima) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Pnsal 19 

( I l Berdasarkao Sli.'RDLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan 
dan kclebiban pembayaran retribusi kepada Kepala. Dinas. 

(2} Apabila Wajib Retribusi mempunyal huumg retribusi lainnya, 
kelebihan pcmbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pa.da 
ayal (1) langsung diperhitungkan untuk melu.nasi terlebih 
dahulu hutang retribusi dirnaksud. 

(3) Pelunasan hutang retnousi lain sebagaunana dimaksud pada 
ayat (2) cl..ilakukan dengan memindah bukukan kelebihan 
pembayaran retribusi dan kepada Wajib Retrlbusi yang 
bersangkutan diberikan bukti pemindah bUkuan sebagai bukti 
pcmbayaran a.tau kompensasi atas hutang retnousi dima.ksud. 

(41 Dalam hal Wajib Retribusi lidak mempunyai hutang retribusi 
lain at:au terdapat sisa sotelah dikurangi petu.nasao hutang 
retribusi lain sebagaimana climaksud pa.da ayat (3), maka 
Kcpa.la Dinas aca.s nama Walikota melakukan pengembalian 
atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam 
wakt:u paling lama 2 (dua) bulan sejakditcrbitkan SKRDLB. 

BABX 
TATA CARA PENAGIRAN 

Pasa.120 

(l) Tanggal jatuh tempo pemb~yaran dan pcnyetora.o re~bu~i 
yang terutang ditetapkan pa.hog lama 30 (dga pu.luh) han ke1Ja 
setelah saat terotangnya rettibusi. 

(2) SKRD STRD surac keputusan pemootulan, su.rat keputusan 
kebe~tan. d~ putusa.n banding, yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus d1bayar bertambah me~pakan das.ar 
penagihan retribusi dan harus dilunas1 dalam Jangka wak.l-u 
paling lama l (satu) bulan sejak tanggal diterbilkan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksu? pa~a ayat 
(1) dan ayat (2) Wajib Retribusl tidak melu.nasi retnbus1, rnaka 
Walikoca m1.:nerbitkao surat teguran. 

(41 Su.rat tcguran sebagaimana dimaksud pada ~at (3) 
rusampaikan kepada \Va.jib Retribusi ~ins banyak 2 (dua) 
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kali dcngan masa tcngg.mg untuk masing-masing surat 
teguran sclama 1 (saru) bulan. 

BABXJ 
TATA CARA PENGHAPUSAN PJUrANG R.E:TRIBUSI YANG 

KEDALUWARSA 

Pasal 21 

(I) Piutang retribusi yang tidak mung.kin clitagib Jagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Hak untuk mclak'Ukan penagihan sudah kedaluwarsa 
sebagaimana di:maksud pada ayat (l) apabila retribusi yang 
terut.ang telah melampaui waktu 3 (tigaJ tahun. 

(3) Penghapusan piutang rctribusi daerah yang sudah 
kcdaluwarsa sebagai.mana dimaksud pada ayat(l) ditctapkan 
dcngan KcpUlUsan Walikota. 

BAB XlI 
TATA CARA PEMERlKSMN RETRIBUSI 

Pasal 22 

(l) Walikota berwcnang melakuka.n pemeri.ksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban ret.rlbusi dalam rangka 
melaksanakan poraturan perundang-undangan di bidang 
retribusi. 

(2) Pcmeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l)dilaksanakan dengan ketenruan sebagai berikut: 
a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pcmbayaran retribusi 
selain pennohonan karena keputusan keberatan, putusan 
banding, purusan peninjauan kembali, keputusan 
pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibalkan 
kelebihan pcmbayaran retribusi. 

b. dapat dilakukan dalam hal: 
l. Wajib Retribusi mengajukan \ceberatan retribusi; atau 
'2. te:rdapat_ indikasi kewajiban retribusi yang tidak 

clipenub i. 

Pasal23 

(11 Pemeriksaan retribusi clilaksanakan o)eh tim pemeriksa. . . 
(2) Tun pcmeriksa sebagaimana climaksud pa_da ayat (l)_ terdin 

dari scorang kerua tim dan seorang atau lebih anggota ~ -
(3) Tun pemerlksa sobapmana dimioo.ud pada ayat (1) dibencuk 

oleh Walikota. 

Pasal 24 

(l) Dalam rangk.a pemeri.ksaan retrib1.,si, kepada Wajib Retribusi 
dlsamp<likt\n sural pembe-ntahuan pemCrlksaau rcl.ribusi. 
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(2} Contoh format surat pemberitahuan pernenlcsaan relribusi 
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran V yang merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Pcraturan Walikota ini. 

Pasal 25 

fl) Untuk kepentingan pemeriksaan retribus~, dapat dilakuka.n 
pemansgilan kepada Wajib Retribusi. 

(2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus mem~uhi paoggilan 
sebagaimana climaksud pada ayat (l) sesuai dengan waktu dan 
rempat yang tclah ditenrukan dalam surat panggiJan dalam 
rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku. 
catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pcmeriksa. 

(3) Dalam hal buku, catalaO, dan/ata:u dokumen sebagaimana 
climaksudpada ayat (2) berupa fotokopi, male.a Wajib Retrlbusi 
harus membuat surat pemyataan yang menyata.kan bahwa 
fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. 

(4) Dalanl bal diperlukan pcminjaman buku, catatan, dan/atau 
dokumen sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) atau 
fotokopinya scbagaimana dimaksud pa.da ayat (3), kepada 
Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman. 

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan 
sebagaimaoa dlmaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi 
terap dilanjut.kan berdasarkan data yang ada pada bendahara 
penerimaan. 

(6) Formulir surat panggilan kcpada Wajib Retribusl tcrcanrum 
dalam Lampi.ran VT yang merupakan bagian yang tak 
terpisabkan dari Peratu.ran Walikota ini. 

Pa.sal 26 

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan basil 
pemeriksaan retribusi. 

(2) Laporan basil pemeriksaan rctribusi sebagaimana dlmaksud 
pada aya.t(l) digunakan untu.k pembuatan oota penghitungan 
retribusi sebagai dasar penerbitan: 
a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, apabila 

jumlah reo-ibusi yang tcTUtang kurang bayar; 
b. Surat KeU:tapan Retribusi Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, apabila cerdapat penambahan jumlah reo-ibusi 
yang teruta.ng sctelah diterbitkannya Surat Ketetapan 
Retribusi Daer-ah Kurang Baya.r; 

c. Surat Tagihan Reo-ibusi Daerah. apabila retribusi yang 
terulang tidak atau k:w-ang bayar, terdapat kelcuraogan 
pembaYaran i;cbagai akiba.t sa.1ah tulis dan/atau sa1al, 
hitung, acau clikenakan saoksi administrasi berupa denda 
d8J1 / atau bunga; 

d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nibil, apabila jumlah 
rco-ibusi yang dibayar tcrnyat.a lebih besar dari pada 
jum!ab retribusi yang terurang ; at.au 

e. Surat Ketctapan Reo-ibusi Daerah Lebih Bayar, apabila 
jumlah retribusi yang dibayar temyata lcbih besar drui 
pada jumlah retribuai yang terutang atau di.1akukan 
perobayaran rctribusi yang tidak seha.rusnya tcrutang; 
atau 



BAB XlV 
PENUTUP 

Pasal 30 
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Pcraruran Walikota·ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan , 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Senta 
Dacrab Kot.a Palembang. 

Diundangl<an dl Palembang 
padatanggal i -4~ 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA ,:~~ANG, 

ucf~AYAT 

Ditetapkan di Pal mbang 
pad.a tangga) i pf!-l't- 2014 

WALIKOTA BANG 

SERITA DAER.-\FI KOTA PALE.'•1'BANG TAHUN 2014 l\OMOR ~1 
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1..AMl11RAN I 
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR 2..1 TAHUN 201•1 
TENTANG l>ETIJNJUK TEKNIS PEM1JNOUTAN 
RETfilBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS! 

FORMAT SURAT KETETAPAN RE1'RIBUSI DAERAH 

I 
fl~RINTAH KOTA PALEMBANG SKRD No. Seri: 

Dlfj,\SKOMUNU<ASI OAN lNFORMATIKA (S<ir.it K-p>n Itt1:rlbusi lllluah) 
!(OTA PALEMBANG Masa Retribusi : 

Jl!lyoll>3o s.,u rlc..1271 !'>ltmb>r.g Tlp07-ll•35227l 

WAJIB R£TRIBUSI 
lfarna Waiib Rctribusi 
Alam at Wallb Recrfbusl 

lenis Rctribusi 
Afarr.3.t Men3ra 

I Kclurahan : 
I Kc,.,,.mac.>.n : 

Y.oord!mn : s" E" 
No. ld~ticas Menara I Tlneei Menuu : m Tahuri : 

C-olon=n Rea-lbusl lasaUmum 
KETETAPAN RETlUBUSI 

NIia! CllN 
Nlla1 SusuL ' l'lllai NJOP Menan, 
Btsar Retribusf-: 246x NJ0P M~Mr.1 
JumL!llrett!iJusl yang hl.rusdlbayar 
Ocr.g;u, Hurur 
Tan"""I Jatuh TemPO 

PERR AT I AN 
J. h"1bciJ<""" Rotnbusi d,J;J_l,,;,,,o diklw4co d, ifJJs /Jm~trt Dcarah hm,nnm~ Ko:a Pn/tJnt,,,I\S mtlclul Donk Slinud•Babd 

(ob<;na Koo: Pol<mbofl!J t!MJt,:• r.ol!tO( ,.,,;;,,,~ T50.J<J.«l(}(J1 o:a, ••rm: Prmcnn!llo Ktx,, /1.:kfflboJl!I, 
2. Ap,,l:lln \t'ojlb Mtrlb..si odoh m,mbo),,, !<po< podo ,.,.,....,., crow l•ro~ -'I!~. M:u10bm ,or.b, o,!r,,/nittrvcif btnip, 

bimsa ..-,,.zt. (dua ;v-s,n/ 1<'/0p bulon dart R<tri~<m /'C"S "'"'"'"91""9 tr.iDke1'1dlrfWlS dib<,y.u. 
3 Wo;lb n«nllu,, ""19 tul<l m<l<rl<so"'1b>o """vlNl""J" S<illll9$0 m<n,,g/1,,~ J-.,,.,n,s,on 0.ffllh d,oonim p,dgr,a l;vnrn:rm 

,,.,1in91o111,,.3 (dqo) !<I/on oz,,gdu.do pcliog booyo~ 1(cigo) k<:/JjJJ:n/J:1t«uilr,Dj w,;;,:t'$)W.j tidctoz,,~ '"""-119 &oy,r (Peso/ 
.i3 hrdo /lo.♦ i•lnm 2011). 

Palembang. ?O_ 

Kepala Olnas Komuru.kashlan lnfonnarlka 
Kota Palembang 

NIP 

Racang nnruk T,eraan ~ Oiterima Oleh, 
Rege:stl'r/Tanda Tangan Perugn.s Perugas Tempat Pembayaran Peny&or. 

Penorima. 
Tan_wl '. 

T.1nd~ Tall~TI ; 

Nama Teran!! ; 

NO. Seri 51<RO : 
TANOA TERIMA 

l. Nam;, Wajib Retnbusi 

Z. No. ldentitas Menara 
YongMenmm;, 



. 
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LAMPIAAN 11 
PERATIJRAJ'< WALTKOTA PAU:MBANG 
NOMOR Z.1 TAl:IUN 2014 
TENTANG PE1'UNJUK TEKNlS PEMUNOUTAN 
RET'RJBUSI MENAR,\ TEI..EKOMUNIKASI 

PORMA'l' STRD 

STRD 
PEMERJNTAH KOTAPA1.£M:SANG (Sur.ti T•gllun R<ll'lburl DHnh} N11, Urut: 

DINAS KOMUNfKASJ DAN INFORMATIKA Masa Pajak : 
KOTA PALEMBANG l I I I I I I 

11 ~}'6/IW\ R,>tu Nc>.127 I Palimh>n,J Tip o, ll-3sll, 1 Tahun ··-···· ......... 
Nama . .............. ________ ,. ........ ,,,,..,, .. ····--·····--.. ,,.,~---.. ..,.-.................. 
Alamat 

o - ••• - .... --.. --M---• ,,_.,._,., -----·-·-·-··-··· 
NPWRD :I I I I I I I I I I I I I ! l I I 
Tangc;,I Jatub TempQ : .... ,_,., ___ .. __ , 

L Bcrdas,,rkan Uruiang - Urutan.i: N_o. 2-8 Tabuu 2009 telab dilak\lkan pc_nclitian dan / auu, 
pomeriksaM at.~u.l<eteranpn laun at>l"s pelaksaITTta.D kewuJtba.n : 

Kode_ Reke_niog Rctribusl : I I I I I I 
Nama Retribus.l ·-·----· 

u. Dari pc.nclltian dan arau pemeriksa:an ters;ebut dialas, perhltungan jumW1 yang masih harus 
dibayar ailillah sebagai bcrlkut : 

1. Rembusl y=g-kurang dfhay:..- Rp. 

2. Sanksl Administrasl 
a. Sunga ( Ps. S (8)) Rp. -----~---.. , .... " __ .. " 

3. Jumlab Yang Mo.slh Haros Dibayw- ( 1 + 2a) Rp. 

- ········· · ···-• .... ---· .. ···--···-·"--""'''♦' 

Dnn&!!;! Huruf l I 
:fEBHADAN 

1. Harap pCflYeCara,1 dJJakukaa melalul BKP at.au kDs Doeroh melallll Btmdaharo Penerlmaan. 
2. ApobUa STII.D lnl ddak arou kurwlf} dfbaya sere/all lewac wakcu paling lama 30 harl sejnk S11W 

lnl d/terlma dlkcnakan Sanks/ adm1nistrasi borupa bunga sebesar 2% (duo pu-sen) r,er bu/on 

P3Jembang, -----·---• .. •m-••· ....... .20 •...• 

Kcpal.a Oinas Komunilulsi ilan 111.(ormatika 
Kota Palembang 

NIP. -·---·1 -···" 

W:\LI.KQTA P MBANG 

~OMlHERTON 

lS 



LAMPIR<\N 111 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 2. i TAHON 201-1 
TENTA..'JG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN 
R£TRIBUSJ MENARA TELEKOMUNUCASI 

FORMATSURATTEGURAN 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 
OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA PALEMBANG 
Jl. NyomanRatuflo.1271 llp0711-352271 F"3><0711-as326Z 

W•b?it": www.Komlnto.J?ak:mbang.go.ld mall: kominlo@plllcmb;mg~otu.110,id 

Kepada Yth. 

di 

SURAT TEGURAN 

Nomor: .... ,_ / ... ,_, __ ,,_ / ......... / 20 .. . 

16 

Menurut PembUJn1an kami, hlngga s:aar ini saudru:a masih mernpunyai tunggakan retribusi •l sebagai· 

berlkut: 

Jenis Retribusi Tahun Nomor & Tanggal STRD Tanggal jatuh Tempo fumlah 
Tunoa-Abn fRP) 

Jumlah 

:Oengan Huruf: • 

Sebubun~ dengan hal tersebut, dimlnta kepada. Saudara agar mclunasi jumlah ruuggakan dal3m 

waktu 7 ( ruJuh) hati serelah canggal surat reguran in!. 

U.alam hal so1udt1ra telilh mclunasi tunggakan lersebut dfatas, dimima agor s;iudara·segera 1nclaporkan 

kcpada kami Kepala bidang Pos dan Telematika Oinas Komunikasi dan lnfonnatika Kota Palembang. 

Palembang. _______ _._.o ,. __ _ 
Kepala Dlnas Komunik.i.si dan lnformatika 

Kot:a Palembang 
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LAMPlRAN IV 
PERATuRAN WAUKO'l'A -PALEMBANG 
NOMOR 2.1 TAHUN 2014 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI MENARA T£LEKOMUNIKASI 

FORMAT SURAT TANDA SETORAN 

Lembar I untuk PemllikjPenyedia Menaf3 
Lembar II u.ntnk Oina.s Kominfo Kotl P3lmibang 
umb:lr 111 untuk Dispenda Kora Palembang 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

Seroran Tahun : ··---· .... ··--· 
SIJRATTANOA SIITORAN 

Nomor: 
Pen)'etoran dllakukan pada 

t.1n I · •••••••.••••••••• 

Rekening Nomor : ------~·····-· 

'Harap Menerhna UangSebesarRp. _ _ ___ _ 

Dengan huruf; 

No. 
Kode Rekemng 

Uruc 

8uktl Transfer Bank Diterima 
Tangal 

Ura1an Rinaan Objek 

Kepala 
Oinas Kominfo Koci Palembang 

Jumlah (RP) 

Palembang,·- ·-·········- ··- -- 20 -·-• 

Bendahara Penerimaan/ 
Pengeluran 

( ............... - --- -) 

ROMl .HERTON 



-~-·•~~ 

Nomor 

LAMPIRANV 
PERATORAN WALJKOTA PALEMBANG 
NOMOR 2--l TAHUN 2014 
'l'ENTANG PE:TW'IJUK 1'EKNIS PEMUNGUTAN 
RETRlBUSl MENARA TELEKOMUNlKASl 

FORMAT SURAT PEMBERUTAHUAN P&MERTKSAAN RETRlBUST 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA PALEMB-ANG 
JI. Nycmanllatu No. ,Z.71 Tip 0711-352271 Fax 0711-353262 

Wobsito : -J(omlnfo.~Jemb:,ng.go.ld mall ; Mftllnl~Jcota-90-ld 

SURAT PEMBERUTAHUAN P.EMERIKSAAN RETRJBUSI 

Palembang. ____ 20 ·-

Kepada Yti, . 

di 

Dlb~rltahukan bahwa dalwn rangka pemeriksaan retribusl s.wdara 

Nomor : _____ ., _ _ tanggal ···----~ prihal retribusl ···--········ 

------, perlu pro~es lebih lanjuL 

Sehubungan dengan hal tersebut dlharapkan saudara untuk melengkapi 

segera setelah diterimanya suratini, diantaranya : 

l. 

2. ------------
3. ·------ -------
Demikian unruk dikerahui dan dimaklwn1. Atas kerja samanya 

diucapkan terima ki!sjh, 

Kepala Dinas Komu.nikasi dan lnfOrm$tika 
Koni Palembang 

NJP ______ _ 

\VALlKOTAPALEMBANG, 

ROMIHERTON 
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LAMPIRANV 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
:-.OMOR 2. f TAHUN 201; 
TENT.'\NG PE;TUNJUI{ TEKNIS PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI M.£NARA TEl..EKOMUNTKASl 

F'ORMAT 8URAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 
OINAS KOMUNIKASI DAN IN FORMATIKA 

KOTA PALEMBANG 
J1. N)'O(!l~nR;it .. »o.1271 Tip0711-352271 Fa,c0711-3532ll2 

YIM>Sllb, www.Komlnlo.pai.ml>ang.go.KI mall : k0mmlo@l)a~i,;,n9~ou,,go.,a 

SU RAT PEMBERlTAHUAN PEMER1KSAAN RETRIBUSI 

Palt!mban~ .,_.,, ___ , 20 .... 

Kepada Yth. 

di 

Diberitahukan bahwa ti.alam r.mgka pemeriksaan tetrlbusi sat1dara 

Nomor : ..... ~----- tangg.il - -------- ·· prihal retribusi _ ..... _ 

·~---·-v perlu ptoses lebih lanjuL 

Sehubu.r1g-dn dengan Ital tersebut dlharapkan saudar.t untuk melengkapl 

segera setclah ditcrimanya surnr lnl, lflanraranya : 

1. - -----•-------2. •--•••••-••-•••·•-•-•--•••••• .. ••I•+,.,,, __ , __ _ 

3. 

Di,m,kian unmk tllket3hul dal} dimaklumi. Aras kerja samanya 

diucapk,!n terima kasih. 

Kepala Oinas.Komurukasi dan lnformatil;<a 
Kota Palemb,rng 

NIP _______ _ 

ROMTHERTON 



..,,,..__ 

Nomor 
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LAMPIRAN Vl 
PEiRATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 2.( 'l'AHUN 2014 
TENl'ANO PETUNJUK TEKNTS P£MlLNGUTAN 
RETRlBUSI ME!ltAAA TELEKOMUNIKASI 

FORl\llAT SURAT PANGGILAN 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 
OINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA PALEMBANG 
JL lfyMl.\n Rl>tu ~o.1271 Tip 0711-352271 Fu 0711~ 

Web,ile; www.Komlr,fo.pa1eml>ang.go.ld rn.111 : ketninfo@pruemb.1ngk<>la.90.id 

SURAT PANGGILAN 

Palembang, ... . --·-·--20 _. 

Kepada Yth. 

---- .. , .. ,_,, .... 

Dlberltahukan bahwa untuk kepenting;in pcmeriksaan rt?tlibus-i 

saudara Nonio.r: -·-··-·--·····--··- ·· tanggal .. -··~ .... --.... - ... -, pn11al retribusi 

perlu proses lebih lanjut 

Sehubungan dengan hal tersebut dlharapkan saudara untuk melengkapi 

sebagai bmkut: 

1. 
2 ....... - . .. - -~·----- -
3. . ................ - ................... ·--···--·· .. ······~······-···· 

Oemlkian untuk dlketahul dan dlmakluml. Atas kcrfa samanya 

diucapkan terima kas-1h. 

Kepala Oinas Komunlk.asl clan lnfonnatika 
Kota Palembang 

NIP •. _. 

WALlKOTAP 



~ 

-~ 
~~~ 

Nomor 
Lamplran 
Prlhal 

.. 
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LI\MPIRAN VJ! 
PERATUR.¼<; WA.LIKOTA l?ALEMBANG 
NOMOR '.2.\ TA.HUN 201'1 
TENTAJIIG PETONJUK TEKNIS PEMUNGUTAN 
ReT'RIBUSI MENARA 'l'ELEKOMUNIKASJ 

FORMAT LAPORAN HASlL PEMER!KSAAN RETRIBUSI 

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

~ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KOT A PALEMB.ANG 

JlNyolt\31'1 Ra1u No.1271 Tlp0711-l52Z71 F:acc0711-3.53262 
Wobsitu: www.Komlnfo:p.llcmbon9.go.k1 =ii: komln!o@p.:11omb.mgkol3.go.id 

Palembang. ..... 20 - .... 

Ktpada Yth. 

·-- _ .. 
: La_poran Peme~an di 

............. ,, ___ , .. , .............. ____, 

Berdasarkan Sw:at Tugas Pcmeri~an Nomoi- : .... - ......•.. 

tanggal ....... _ ........ - .............. , rolah dlbukukan Pemeriksaan LapangAN tnhadap : 

Nama NPWRD dan 
Objekdan Nomor 

No Alamat 
Tujuan Lampiran 

Catatao 
Pemeriksaan 

Adapun hasll pemeriksaao terlampk. 

Demlkian \aporan ini di.sampaikan den,,aan sebenamya, atas 

perhat!;mnya diucapkan terlma kasih. 

Kepala Oinas Komlnfo Wajib Retrlbusi Petugas Pcmerlksa, 

Kota Palemblrng 

... - .. ) ( ...... ,--·····-- .. ) ( ........ , ... _,_. ) 
( 

Nip._ ....... --.... - ----
Nlp . .. ______ .. ___ .. _ 

W ALI.KO'f A ?. MBANG, 

J 
OMlHERTON 



Mc:mimban.g 

Mengingat 

LA.WfR,\N VITI 
PERATIJRAN IIIAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR ~l TAHUN 2014 
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'T'ENTANG PETUNJUI< TEKNIS l>EMUNGUTMI 
RBTRlBUSl MEN~ TELEKOMUNlKASI 

CONTOH KEPUTUSAN' WAL!KOTA PALEMBANG 

NOMOR ..... TAHU-1'1 2014 

TENTANG 

PEMBEBASAN RETRIBUSJ MENARA TELEKOMUNIKASl 

WAUKOTA PALEMBANG 

a. Bahwa sehungan dengan surat permohonan Pembebasan 
Retribusi Menara Telekomunikasi, ams nam<1 wajib Retribusi 
·-·········· .. ··········· Nomor ········-·········· Tanggal . .....•..• ,. .....•... 
at.a:s SKRD .... .....•... ... .. .......... Tahun Retribusi 20 ..... ... yang 
tenma oleh pcrugas dengan mempertimbangkan hasil 
penclitian yang diruangkan dalam Lapo.ran Hasil Peoelitian 
Perobebasan Retrlbusi Menara Telekomunikasi Nomor 
·······-·-·-··· ·· ta.nggal, ...................... perlu diterbi.tkan 
keputusan atas permohonan pembebasan Retribusi Menara 
Telekomunikasi dimaksud ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapakan Kepurusan Walikola Palembang 
tentang Pembebasan Retnl>usi Mena.ra Telekomunikasi : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19.59 tentang Pembcntukan 
Daerah Tingkat Tl dan Kotapraja di Sumarera Selaran 
lLembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999 tencang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 
1999 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noi:nor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan 
Dae:rah '(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Unliang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 centang 
Perubahan Kedua Ata.s Unda.ng-U11dang Nomor 32 Tahun 1004 
rentang Pemerintahan Daerah (Lembs:ran Negara Republik 
Lndonesia·Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbf!J'an Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Perar:uran Menteri Komunikasi dan lnfonnatika ~omor 
021PER1M. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Pe.nggwiaan Menara Bersama 
Telekomunikasi; 

5. Peraro.ran Bersama ·Menteri Dalam Ncgeri, Mertceri Pekerjaall 
Umum,Menteri Komunilcasi dan lniormatika dan Ke.pa.la Badan 
Koordinasi dan Penanaman Mcidal No.rnor 18 Ta.bun 2009, 
Nomor 07 / Pf('f/M/ 2009, Nomorl9/PER1M.KOM1NFO/ 03/2009 
dan Nom.or 31Pl2009 lcnca11g Pcdoman Pcmb!lngunan dan 
Penggunaan Bersarrut Menara Telckomu.nikas!; 



Menet.apkan 
KESATU 

KEDUA 
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6. Peraturan Dae rah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 20 l l 
tentang Penyelcnggaraan dan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi [Lembaran Daernh Kota 'Palembang 
Tahun 201J Nomor 4); 

7. Peraturan Walikota Palembang Nomor .... Ta.nun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara 
Telekom~si. 

MEMUTUSKAN: 

Mengabulkan permohonan pembebasan/ Menolak -pembebasan 
retribusi menara tclekomuoikasi yang tercantum dalam SKRD 
. ........ ..... tahun rclrlbusi 20 . .. sebagal bcrlkut : 
a. Wajib Retribusi 

Na.ma 
Alamat 

b . Objek Retribusi 
NO SKRD . ..........................•......................•..•.••..•..•... 
Jeois Menara : .................................... ............................ . 
Ala.mat Menara : ......... ... ...... ... ... ....... ..... ... ... ... ... ... ...... ....... . 

No. ldentitas Menara : .... .. ..................... ... ...... ... .... . 
Retnbusi Yang Terhucang Rp ................................. . 
(terbilang ............ ..... ......... ....... ......... .. ............. .. .... rupiah) 

a. Keputus an. ini berlaku pada tanggal ditetaplr.an dan apab1la 

temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahandan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

b . Asli l{eputusan ini disampaikan kepada Wajib Reuibusi 

dan. Salinan Keputusan ini disimpao sebagai arsip Dinas 

Komuoikasi dan lnfonnatlka Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 

Pada tanggal .!.Af,:-:1\ ..... 2014 

WALIKOTA PALEMBANG, 

ttd 

ROMl HE.RTON 
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l..".MPIRAN X 
l>ERATURAN WALII<OTA PALEMBANG 
NOMOR .21 TAHUN '2014 
TEN1'ANG PE'l'UNJUK TEKNIS PEMUNGUTAt-1 
RETR.IBUSI MENA.RA TELEKOMUNLKASI 

CONTOH KEPU1'USAN KEPALA DJNAS KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA 

KOTA PALEMBANG 

NO MOR ..... TAHUN 2014 

TENTANO 

PENGURA .. NGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNl.KASl 

KEPALA DJNAS KOUNTI(.-'\Sl DAN INFORMATJKA PALEMBANG 

Me-nimbang : a. Bahwa seh\lngan dengan surat permohonan Pengurangan 
Retribusi Menara Telekomunikasi, atas nama wajib Retribusi 

Mengin.gat 

. . _. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . Nomor . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Tang.gal • ..• ... , ..... ....... . 
ata.s SI<RD ................... ......... Tahun Retribusi 20 ... ..... yang 
terima oleh pemgas dengan mempertimbangkan hasil 
penelilian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian 
Pembebasan Retribusi Menara Telekomunikasi Nomor 
................. ... tanggal, ·-·-·-·-·-· ···-· ptirlu diterbitkan 
keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi Menara 
Telekomunikasi dima.ksud ; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a , perlu menetapakan Keputusan Kepala Din~s. 
Komun.ikasi dan lniormati.ka Kota Palembang tentang 
Pengurangan Retribusi Me.nara Tele.komunikasi ; 

L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tent:ang Pembentukan 
Daerah Tingkat ll dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Tclekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3881); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri.ntahan 
Daerah lLemba.ran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 'l'ahun 2004 
tencang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844)i 

9. Peraruran Menteri Komunikasi clan lnformatika Nomor 
021PERIM. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangu.t'lan dan Penggunaan Menru-a Bersama 
Telekomuni.kasi; 

10_ Peraruran Bersama Mcnteri .Dalam Negeri, Menteri Pekerj_aan 
Umum,M enteri Komunikasi dan lnform.atika dan Kepala Badan 
Koordi.nasi dan Penaoaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 
No~or 07 / PR:r/M/2009. Nomorl9/ PER1M.KOMINFO/ 03/2009 
dan Noinor 31Pl2009 1:en1:ang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 



Menctapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 
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11 . Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 20 I l 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian 
Menara Tclekomunilcasi (Lcmbaran Oaerah Kota Palembang 
Tahun 2011 Nomor 4); 

12. Peraturan Walikota Palembang Nomor .... Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Menara 
Telekomunikasi. 

MEMUTUSKAN: 

Mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan 
retribusi menara telekomunikasi yang teroantum dalam SKRD 
. ...... ....... tahun retribusi 2 0 ... sebagai bcrikut : 
c . Wajib Retribusi 

Narna 
Alamat 

d. Objek Retribusi 

. ............................ ..................................... 

. ························--········································ 
NO SKRD . ............ .................. ...................... ............ . 
Jenis Menara : ···-··········· .............. ................................... . 
Alamat Menara : .......................... ............................. ......... . 

No. ldent1tas Menara : ........................................... . 
Retribusi Yang Terhutang Rp ................ - . .............. . 
(tcrbilang ... ............................................................ rupiah) 
Sebesar : ........... % ( ............. Pcrsen) dari Retribusi 
Mena.rs. Telekomunikasi yang terhutang. 

Besarnya Retribusl Menara Telekomunikasi yang harus 
dibayar at.as penetapan sebagai.r:nana dim.aksud diktum 
KESATU adalah sebagai bcrikilt : 
a. Retribusi yang t.erhutang menurut SKRD Rp ............... .. . 
b. Besamya pengurangan ( ..... % x Rp ........ ) • Rp ................. . 
c. Jumlah Retribusi yang terhutang setelah pengurangan 

RP ...................... ( terbilang .. ......................................... . ... } 
a Kepurusan ini bcrlaku pada tanggal dite tapkan dan apabila 

lemyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahandan 
perbaikan sebagaimana mestinya. .. . . 

b. Asli Kepurusan ini disampaikan kepada WaJ~b R~tnb~s1 
dan Salinan Keputusan ini disimpan scbaga.i ars1p Dmas 
Komunikasi dan lnformatika Kor.a Palembang. 

D~tetapkan d i Palembang 
Pada canggal .................. 2014 

KEPAl.A DINAS KOMUNIKASI DAN INF'ORl\'IATIK..\ 
KOTA PALEMBANG 

Ttd 

DECKl LENOOARDI, SE, .Si 
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LMvlPlRAN Xl 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 2-1 'l'AHUN 2014 
TENTANG PETUNJOK TEKNJS PEMUNOUTAN 
R£1'RIBUSI MENARA 'T'ELEKOMUNIKASI 

CONTOH FORMULIR PENGURANGAN RETRIRUSI MENARA TELEKOMUNIKASI 

Nomor 
La1npiran 
Prihal : Permohon3Jl Pengurangan 

Tahun20-

Yang bertanda tangan di ba,vah lnl : 

·-·---

Palembang. _ ___ ... ,_ 20 ....... 

KepadaYth. 
Walikotd Palembang 
cq. Kepala Olnas Komunikas1 dan 
lnfonnatika Kora Palembang 
di · 

PALEMBANG 

Nama Pemohon 
Alamat Pemohon 
No.SKRO 

---··· .. ····-·-··---··-····--··-··-···----
Alamar PeruSllhaan . ... 
Oengan Objck Pajak Menna sebaga, benkut : 
Nama Pcrusahaan 
Alamat Menara 
NJOPterutang 

._ .. _______________ _ 
Terbilang . -·------ - ··········· .. -··--- _____ _ 
Tanggal Tenma SKRD : -···-·-·•-· ...... _ .... - ....... -, ........... __ ._ .... Melalui : ....... - .................... . 
Mo hon pengurangan : aras retnbusi menara relekomuniJQsl sebe5ar • % 
(Terbilang · ----· _____ .) 
Alasan menga1ukan pennohonan pengurangan scb.igal berikut: 
1 ....... ___ ......... ____ .. ___ ............ ·-··-----· 
2. ___ _ 

3. 

Bersama Int dllampirkan : 
Daftar penghasilan/ Slip Gajl/ t.aporan Rugi-Laba perusahaan/ SK Pens,un/ SPT PPh/ Dokurnen 
lain yang dipcrsarnakan. 

□ SKRO Menara yani: akan d1ajukan Pem1ohonan Pcngurangan 
D Surat Keterangan : Tidak Mampu fTldak Bckerfa/ Tidak Ada Penghasilan 1.ainnya/ Dokumen lain 

yang dipersamakan dan telah dltandatang.ini olch pejabat berwenang, 
O Foto Copy ldentitaS: KTP /SIM jPaspor yang maslh berlaln.1 /Dokumen lain yang dipersamakan. 

Foto Copy IZln Pemakaian Tanah fBangunan atas ob1ek menara yang dia1ukan permohonan 
Pengurangan. 
Foto Copy liin Mendirlkan Bangunan (1MB) Menara. 

O~ikian dlajukan agar dapat d1pergunakan sebagai bahan pertimbangan. 

Palemb3ng. ___ 20 .. ,_ 

Pemohon. 

(Nama Jelas Pemohon) 


